


















Sistem Politik di Indonesia

- Menjelaskan pengertian sistem politik.

- Menjelaskan lembaga politik.

- Menjelaskan sistem politik antarnegara.

- Membandingkan sistem politik.

- Menyebutkan peran serta dalam sistem politik di Indonesia.

Setiap bangsa memiliki sistem politik. Sistem politik sering disebut 

sistem pemerintahan. Meskipun sebenarnya  keduanya memiliki penger-

tian yang berbeda. Oleh karena itu, setiap bangsa pasti menjalankan sis-

tem politik karena setiap bangsa pasti menyelenggarakan pemerintahan. 

Sistem politik yang dianut setiap bangsa berbeda-beda. Sistem politik 

mengambarkan ke ter kaitan segenap struktur dan bekerjanya fungsi-fungsi 

dari struktur itu dalam negara yang membentuk satu kesatuan. Struktur 

itu adalah infra struktur dan supra struktur politik.

Bab   VI

Tujuan Pembelajaran
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- Sistem Politik

- Suprastruktur Politik

- Infrastruktur Politik  
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A. Pengertian Sistem Politik 
Sistem politik terdiri atas dua kata, sistem dan politik. Sistem 

berarti suatu kesatuan yang terbentuk dari beberapa unsur atau 

elemen. Unsur atau elemen itu saling berkaitan, berhubungan, 

dan mendukung sehingga tercipta satu kesatuan (totalitas) untuk 

mencapai tujuan.

Asal kata politik menurut etimologi adalah sebagai berikut.

1. Pengetahuan mengenai ketatanegaraan atau kenegaraan (sistem 

pemerintahan/dasar pemerintahan).

2. Segala urusan dan tindakan (kebijaksanaan, siasat, dan sebagai-

nya) mengenai pemerintahan negara atau terhadap negara lain.

3. Cara bertindak dalam menghadapi dan menangani suatu 

masalah.

Dengan demikian, sistem politik berarti berbagai kegiatan yang 

dilakukan oleh beberapa unsur atau lembaga negara yang saling 

berkaitan dan menyatu untuk mencapai tujuan-tujuan negara. 

Unsur atau lembaga-lembaga negara tersebut saling berhubungan 

dan bekerja sama untuk mendukung penyelenggaraan negara dan 

mencapai tujuan bernegara.

Menurut Drs. Sukarna (Sukarna : 1992), sistem politik adalah 

sekumpulan pendapat, prinsip, yang membentuk satu kesatuan 

yang berhubungan satu sama lain untuk mengatur pemerintahan 

serta melaksanakan dan mempertahankan kekuasaan dengan cara 

mengatur individu atau kelompok individu satu sama lain atau 

dengan negara dan hubungan negara dengan negara.

Sistem politik menurut Rusadi Kantaprawira (Rusadi Kanta-

prawira : 2004) adalah mekanisme atau cara kerja seperangkat 

fungsi atau peranan dalam struktur politik yang berhubungan satu 

sama lain dan menunjukkan suatu proses yang langggeng.

Fungsi output berupa:

- Pembuatan peraturan.

- Penerapan peraturan.

- Ajudikasi peraturan.

Fungsi input berupa:

- Sosialisasi politik dan 

rekrutmen.

- Artikulasi kepentingan.

- Agregasi kepentingan.

- Komunikasi politik.

Skema Sistem Politik Lingkungan

Umpan Balik

(Feed Back)

Proses Sistem Politik
Output

(Keputusan, Kebijakan)

Input

(Tuntutan, Dukungan)
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     Berikut ini beberapa klasifikasi sistem politik adalah sebagai 

berikut.

1.  Sistem Politik di Negara Komunis 
Sistem politik di negara komunis bercirikan pemerintahan 

yang sentralistik, peniadaan hak milik pribadi, peniadaan 

hak-hak sipil dan politik, tidak adanya mekanisme pemilu 

yang terbuka, tidak adanya oposisi, serta terdapat pembatasan 

terhadap arus informasi dan kebebasan berpendapat.

2.  Sistem Politik di Negara Liberal 
Sistem politik di negar liberal bercirikan adanya kebeba-

san berpikir bagi tiap individu atau kelompok; pembatasan 

kekuasaan; khususnya dari pemerintah dan agama; penegakan 

hukum; pertukaran gagasan yang bebas; sistem pemerintahan 

yang transparan yang didalamnya terdapat jaminan hak-hak 

kaum minoritas

3.  Sistem Politik Demokrasi di Indonesia 
Sistem politik demokrasi di Indonesia adalah sistem politik 

yang didasarkan pada nilai, prinsip, prosedur, dan kelembagaan 

yang demokratis. Adapun sendi-sendi pokok dari sistem politik 

demokrasi di Indonesia adalah 

a.  kedaulatan rakyat;

b. negara berdasarkan atas hukum;

c.  bentuk republik;

d.  pemerintahan berdasarkan konstitusi;

e.  pemerintahan yang bertanggung jawab;

f.  sistem perwakilan;

g.  sistem pemerintahan presidensial.

Lakukan kegiatan investigasi melalui teknik wawancara terhadap 

beberapa narasumber yang ada di lingkungan Anda. Ajukan 

pertanyaan “apakah sistem politik yang berlaku di Indonesia saat 

ini telah mengarah pada sistem politik demokrasi?”. Tuliskan hasil 

investigasi Anda dalam bentuk laporan tertulis.

Carter dan Hez mengemukakan bahwa ada dua macam sistem 

politik, yaitu sebagai berikut.

1. Sistem politik dengan pemerintahan “dari atas” (top down). 

Artinya, pihak yang memerintah dan ruang lingkup jangkauan 

wewenangnya hanya beberapa orang atau sekelompok kecil orang. 

Sistem politik ini disebut oligarki, otoriter atau aristokrasi.
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2. Sistem politik yang pihak pemerintahnya terdiri atas banyak 

orang. Sistem politik ini disebut demokrasi. Jika kewenangan 

pemerintah mencakup segala sesuatu maka rezim ini disebut 

totaliter. Begitu pula pemerintahan yang memiliki kewenangan 

terbatas dan membiarkan beberapa atau sebagian unsur 

kehidupan masyarakat mengatur diri sendiri tanpa campur 

tangan pemerintah dan  kehidupan masyarakat dijamin dengan 

tata hukum disebut sistem liberal.

F.W. Riggs (F.W. Riggs : 1962) mengemukakan pendapat 

bahwa untuk menentukan sistem politik, ada empat institusi utama 

dalam sistem politik. Empat institusi utama sistem politik tersebut 

adalah sebagai berikut.

1. Eksekutif

 Eksekutif adalah kekuasaan yang menjalankan pemerintahan 

meliputi raja, presiden, perdana menteri, senat, dan dewan.

2. Legislatif

 Legislatif adalah suatu lembaga yang terdiri atas orang-

orang yang memegang jabatan melalui pemilu dan membuat 

keputusan.

3. Birokrasi

 Birokrasi berarti keseluruhan pejabat negara yang bekerja 

secara tidak turun-temurun di bawah kekuasaan eksekutif.

4. Partai Politik

 Partai politik adalah suatu lembaga yang mengajukan calon-

calon wakilnya melalui suatu pemilihan umum.

Berdasarkan empat institusi utama di atas yang dikemukakan 

F.W. Riggs (F.W. Riggs : 1962), ada enam macam sistem politik 

sebagai berikut.

1. Sistem politik asepali, yaitu sistem politik yang tidak memiliki 

empat institusi utama.

2. Sistem politik prosepal, yaitu sistem politik yang memiliki 

eksekutif saja.

3. Sistem politik ortosepali, yaitu sistem politik yang memiliki 

eksekutif dan birokrasi.

4. Sistem politik heterosepali, yaitu sistem politik yang memiliki 

eksekutif, birokrasi, dan legislatif.

5. Sistem politik metasepali, yaitu sistem politik yang memiliki 

empat institusi utama di atas.

6. Sistem politik suprasepali, yaitu sistem politik yang memiliki 

empat institusi utama di atas dan ditambah organ negara yang 
lain.
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Berdasarkan macam sistem politik di atas, sekarang ini pem-

bagian sistem politik yang banyak dianut adalah sistem politik 

demokrasi dan sistem politik kediktatoran (otoriter). Namun, 

sistem politik yang banyak dikembangkan adalah sistem politik 

demokrasi.

1. Sistem Politik Demokrasi
Sistem politik dikatakan berbentuk demokrasi apabila pihak 

yang berkuasa terdiri atas banyak orang dan kekuasaan negara 

terbatas pada bidang tertentu, serta masyarakat bebas mengatur 

sebagian kehidupannya sendiri.

Sistem politik demokrasi memiliki prinsip-prinsip sebagai 

berikut.

a. Pembagian kekuasaan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif 

pada lembaga yang berbeda.

b. Sistem pemerintahan berdasarkan konstitusional.

c. Pemerintahan dijalankan berdasar hukum.

d. Pemerintahan dijalankan oleh kelompok mayoritas.

e. Pemerintahan dengan diskusi.

f. Pelaksanaan pemilu yang bebas.

g. Sistem partai adalah multipartai dan melaksanakan fungsinya.

h. Manajemen pemerintahan bersifat transparansi.

i. Pers yang bebas.

j. Hak-hak minoritas diakui.

k. Perlindungan terhadap hak asasi manusia.

l. Peradilan yang bebas dan tidak memihak.

m. Kebijakan publik dibuat oleh lembaga yang berwenang tanpa 
paksaan.

n. Penyelesaian masalah secara damai.

o. Jaminan kebebasan individu dalam batas-batas tertentu.

p. Pengawasan terhadap administrasi negara.

q. Penempatan pejabat negara dengan merit sistem.

r. Konstitusi yang demokratis.

s. Prinsip persetujuan.

t. Mekanisme politik yang berubah antara kehidupan politik 

masyarakat dengan pemerintah.

Semua prinsip demokrasi di atas harus berjalan seimbang dan 

saling berhubungan agar tercipta sistem politik demokrasi yang 

kuat. Hal itu dikarenakan berjalannya satu prinsip akan berpengaruh 

terhadap prinsip yang lain. Selain itu, sistem politik demokrasi tidak 

akan tercapai jika salah satu prinsip tidak dipenuhi.
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2. Sistem Politik Diktator (Otoriter)
Sistem politik dikatakan diktator/otoriter apabila pihak 

yang berkuasa hanya beberapa orang atau kelompok tertentu, 

dan kekuasaan negara meliputi seluruh aspek kehidupan negara 

dan masyarakat. Oleh karena itu, masyarakat tidak mempunyai 

kewenangan mengatur hidupnya.

Sistem politik diktator/otoriter ini menjalankan sistem 

politiknya sesuai dengan prinsip-prinsip otoritarian atau totalitarian. 

Adapun prinsip-prinsip tersebut adalah sebagai berikut.

a. Pemusatan kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif 

dilakukan oleh satu lembaga.

b. Pemerintahan dijalankan berdasarkan kekuasaan bukan 

konstitusional dan ketidaksamaan di depan hukum.

c. Pembentukan pemerintahan berdasarkan dekrit bukan mu-

syawarah.

d. Penyelenggaraan pemilu tidak demokratis.

e. Sistem partai adalah partai tunggal atau beberapa partai, tetapi 

hanya satu yang menonjol.

f. Manajemen pemerintahan bersifat tertutup.

g. Hak minoritas tidak diakui.

h. Tidak adanya kebebasan berpendapat, berbicara, dan kebebasan 

pers.

i. Perlindungan hak asasi manusia tidak ada.

j. Peradilan tidak bebas dan mendapat intervensi pemerintah.

k. Tidak ada kontrol terhadap administrasi dan birokrasi.

l. Mekanisme kehidupan politik tidak dapat berubah, statis, dan 

sama.

m. Penyelesaian masalah dilakukan dengan kekerasan dan pak-

saan.

n. Prinsip dogmatisme dan banyak berlaku doktrin.

Sistem politik di Indonesia adalah sistem politik demokrasi yang 

berdasarkan falsafah negara Pancasila dan tertuang dalam UUD 

Negara RI 1945.  Dengan bersumber pada Pancasila, mekanisme 

kerja dan pelaksanaan demokrasi di Indonesia berlandaskan pada 

nilai-nilai demokrasi sebagaimana terkandung dalam setiap sila 

pada Pancasila.
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Tipe sistem politik menurut Ramlan Surbakti dalam buku 

Memahami Ilmu Politik (1992) adalah sebagai berikut.

1. Sistem Politik Otokrasi Tradisional
Ciri-cirinya adalah sebagai berikut.

a. Tidak ada persamaan, tetapi stratifikasi ekonomi.

b. Kebebasan individu kurang dan lebih menekankan perilaku 

kelompok kecil berdasar hubungan kekerabatan.

c. Adanya sistem primordial yang kuat seperti agama, suku 

bangsa, dan ras.

d. Kekuasaan bersifat pribadi (raja), negatif, dan bersifat 

konsensus.

e. Kewenangan bersumber pada tradisi atau keturunan.

2. Sistem Politik Totaliter
Sistem ini dibedakan menjadi dua, yaitu sistem politik komunis 

dan sistem politik fasis.

Ciri-ciri sistem ini adalah sebagai berikut.

a. Pengaturan masyarakat secara menyeluruh atas dasar ter-

tentu dengan kelompok kecil penguasa yang memonopoli 

kekuasaan.

b. Penggunaan sistem mobilisasi massa untuk membentuk 

masyarakat baru yang akan melaksanakan kebijakan.

c. Penempatan individu di bawah kehendak dari partai tunggal 

yang mengatasnamakan bangsa dan negara.

3. Sistem Politik Demokrasi
Ciri-cirinya adalah memelihara keseimbangan antara konflik 

dan konsensus, misalnya perbedaan pendapat, persaingan, dan 

pertentangan antara individu dengan pemerintah, dan lain-lain.

B. Lembaga Politik Indonesia

Dalam kehidupan politik terdapat banyak lembaga politik. 

Secara garis besar, lembaga politik dibagi dua, yaitu:

1. Suprastruktur politik (lembaga politik tingkat atas).

2. Infrastruktur politik (lembaga politik tingkat bawah).

 

Sejak tahun 1985 di Indonesia telah berkembang lembaga-

lembaga yang merupakan suprastruktur politik dan infrastruktur 

politik.
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1. Suprastruktur Politik  
Suprastruktur politik adalah lembaga-lembaga politik yang 

dibentuk oleh negara untuk menjalankan fungsi-fungsi kenegaraan. 

Suprastruktur politik terdapat atau diatur dalam konstitusi negara. 

Lembaga suprastruktur politik di Indonesia tercantum dalam UUD 

Negara RI tahun 1945. Suprastruktur politik juga disebut lembaga 

negara. Suprastruktur politik di Indonesia menurut UUD Negara 

RI Tahun 1945 adalah:

a. MPR,

b. DPR,

c. DPD,

d. Presiden dan wakil presiden,

Gambar 6.1 Lembaga negara dalam suprastruktur politik Indonesia.

upload.wikipedia.org upload.wikipedia.org upload.wikipedia.org

dalmuji.files.wordpress.com upload.wikipedia.org www.primaironline.com      

a. Majelis Permusyawaratan Rakyat

Menurut pasal 2 ayat (1) UUD Negara RI Tahun 1945, 

Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai lembaga kedaulatan 

rakyat terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan 

anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih melalui 

pemilihan umum. Dengan demikian, anggota MPR memiliki 

legitimasi sangat kuat karena semua anggota MPR dipilih 

oleh rakyat. Masa jabatan anggota MPR adalah lima tahun 

dan berakhir bersamaan pada saat anggota MPR yang baru 

mengucapkan sumpah/janji. Sebelum memangku jabatannya, 

anggota MPR mengucapkan sumpah/janji bersama-sama 

yang dipimpin oleh ketua Mahkamah Agung dalam Sidang 

Paripurna MPR.

e. BPK,

f. MA,

g. MK, dan

h. KY.
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Tugas dan wewenang MPR berdasarkan UU No. 22 Tahun 
2003 pasal 8, antara lain:

1) mengubah dan menetapkan undang-undang dasar;

2) melantik presiden dan wakil presiden berdasarkan hasil 
pemilu dalam Sidang Paripurna MPR;

3) memutuskan usul DPR berdasarkan putusan Mahkamah 
Konstitusi untuk memberhentikan presiden dan/atau 
wakil presiden dalam masa jabatannya setelah presiden/
wakil presiden diberi kesempatan untuk menyampaikan 
penjelasan di dalam Sidang Paripurna MPR;

4) melantik wakil presiden menjadi presiden apabila presiden 
mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat 
melaksanakan kewajibannya dalam masa jabatannya;

5) memilih wakil presiden dari dua calon yang diajukan 
presiden apabila terjadi kekosongan jabatan wakil presiden 
dalam masa jabatannya selambat-lambatnya dalam waktu 
enam puluh hari;

6) menetapkan peraturan tata tertib dan kode etik MPR.

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, anggota 
MPR mempunyai hak, yaitu

1) mengajukan usul perubahan pasal-pasal dalam undang-
undang dasar;

2) menentukan sikap dan pilihan dalam pengambilan putusan;
3) memilih dan dipilih;
4) membela diri;
5) imunitas;
6) protokoler;
7) keuangan dan administrasi.

b. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) merupakan lembaga 

kedaulatan rakyat yang terdiri atas anggota partai politik 
peserta pemilihan umum yang dipilih berdasarkan hasil 
pemilihan umum. Masa jabatan anggota DPR adalah lima tahun 
dan berakhir bersamaan pada saat anggota DPR yang baru 
mengucapkan sumpah/janji. Sebelum memangku jabatannya, 
anggota DPR mengucapkan sumpah/janji secara bersama-sama 
yang dipandu oleh ketua Mahkamah Agung dalam Sidang 
Paripurna DPR.

DPR sebagai lembaga negara mempunyai tiga fungsi, yaitu 
legislasi; anggaran; pengawasan.

1) Fungsi legislasi merupakan fungsi yang berhubungan 

dengan bidang perundang-undangan.
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DPR juga mempunyai tugas dan wewenang, antara lain.

1) membentuk undang-undang yang dibahas dengan presiden 
untuk mendapat persetujuan bersama;

2) membahas dan memberikan persetujuan peraturan 
pemerintah pengganti undang-undang;

3) menerima dan membahas usulan rancangan undang-undang 
yang diajukan DPR dan yang berkaitan dengan bidang 
tertentu serta mengikutsertakannya dalam pembahasan;

4) memerhatikan pertimbangan DPR atas rancangan undang-
undang APBN dan rancangan undang-undang yang 
berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama.

5) menetapkan APBN bersama presiden dengan memerhatikan 
pertimbangan DPD;

6) melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-
undang, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, serta 
kebijakan pemerintah;

7) membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang 
diajukan oleh DPD terhadap pelaksanaan undang-undang 
mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan 
penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, sumber 
daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan 
APBN, pajak, pendidikan, dan agama;

Gambar 6.2 Sidang DPR

dalmuji.files.wordpress.com

2) Fungsi anggaran merupakan fungsi yang berhubungan 

dengan keuangan/ anggaran.

3) Fungsi pengawasan atau kontrol merupakan fungsi 

mengawasi aktivitas badan eksekutif agar sesuai dengan 

kebijakan yang telah ditetapkan.
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8) memilih anggota Badan Pemeriksa Keuangan dengan 

memerhatikan pertimbangan DPD;

9) membahas dan menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas 

pertanggungjawaban keuangan negara yang disampaikan 

oleh Badan Pemeriksa Keuangan;

10) memberikan persetujuan kepada presiden atas pengangkatan 

dan pemberhentian anggota Komisi Yudisial;

11) memberikan persetujuan calon hakim agung yang diusulkan 

Komisi Yudisial untuk ditetapkan sebagai hakim agung oleh 

presiden;

12) memilih tiga orang calon anggota hakim konstitusi dan 

mengajukannya kepada presiden untuk ditetapkan;

13) memberikan pertimbangan kepada presiden untuk meng-

angkat duta, menerima penempatan duta negara lain, dan 

memberikan pertimbangan dalam pemberian amnesti dan 

abolisi;

14) memberikan persetujuan kepada presiden untuk menyatakan 

perang, membuat perdamaian, dan perjanjian dengan negara 

lain, serta membuat perjanjian internasional lainnya yang 

menimbulkan akibat luas dan mendasar bagi kehidupan 

rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara dan/atau 

pembentukan undang-undang;

15) menyerap, menghimpun, menampung, dan menindaklanjuti 

aspirasi masyarakat;

16) melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yang ditentukan 

dalam undang-undang.

Sebagai lembaga negara, DPR mempunyai hak, antara lain 

interpelasi, angket, dan menyatakan pendapat. Sebaliknya, setiap 

anggota DPR juga memiliki hak yang sama dalam beberapa hal, seperti 

mengajukan rancangan undang-undang; mengajukan pertanyaan; 

menyampaikan usul dan pendapat; memilih dan dipilih.

Baca dan analisislah informasi berikut ini, kemudian cobalah Anda 
menanggapi pertanyaan di bawahnya!

Masuknya Calon Partai Politik
Mengundang Malfungsi DPD

Banyaknya anggota dan tokoh partai politik yang ingin menjadi 

anggota Dewan Perwakilan Daerah dalam Pemilu 2009 dinilai 

mengkhawatirkan. Hadirnya calon dari parpol kemungkinan besar 
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c. Dewan Perwakilan Daerah

Salah satu lembaga negara yang baru adalah Dewan 

Perwakilan Daerah. Dewan Perwakilan Daerah merupakan 

lembaga kedaulatan rakyat yang terdiri atas wakil-wakil daerah 

provinsi yang dipilih melalui pemilihan umum. Anggota DPD 

dari setiap provinsi ditetapkan sebanyak empat orang. Jumlah 

seluruh anggota DPD tidak lebih dari 1/3 jumlah anggota 

DPR. Keanggotaan DPD diresmikan dengan keputusan 

presiden. Masa jabatan anggota DPD adalah lima tahun dan 

berakhir bersamaan pada saat anggota DPD baru mengucapkan 

sumpah/janji. Sebelum memangku jabatannya, anggota DPD 

mengucapkan sumpah/janji secara bersama-sama yang dipandu 

oleh ketua Mahkamah Agung dalam Sidang Paripurna DPD.

DPD mempunyai fungsi, antara lain:

1) pengajuan usul, ikut dalam pembahasan dan memberikan 

pertimbangan yang berkaitan dengan bidang legislasi 

tertentu;

2) pengawasan atas pelaksanaan undang-undang tertentu.

akan menimbulkan masalah dalam mekanisme kerja operasional 

DPD ke depan.

Hal itu diungkapkan dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Poli-

tik Universitas Indonesia. Kehadiran calon anggota DPD dari parpol 

dinilai tidak sesuai dengan semangat awal pembentukan DPD.

DPD dibentuk untuk memperjuangkan kepentingan daerah. 

Kehadiran calon dari parpol diyakini akan membuat DPD berada di 

bawah bayang-bayang kepentingan parpol dan tidak menjadi mitra 

sejajar sebagai sesama lembaga legislatif. Akibatnya, kepentingan 

daerah dipastikan akan terabaikan. ”Jika calon dari partai politik 

menguasai DPD, dipastikan akan terjadi friksi dengan anggota DPD 

yang berasal dari jalur nonpartai politik. Hal ini akan membuat 

DPD mengalami malafungsi,” katanya.

Saat ini sejumlah anggota DPD lama dan calon anggota DPD 

dari partai politik telah mengambil formulir pendaftaran calon 

anggota DPD untuk Pemilu 2009. Jika mereka sama-sama berhasil 

dalam pemilu DPD, dipastikan akan muncul konflik antarsesama 

anggota DPD karena perbedaan kepentingan.

artikelpolitik.wordpress.com

Pertanyaan:

Menurut Anda, apakah dampak yang timbul dengan adanya banyak 

anggota DPD yang masuk menjadi calon legislatif? Apakah nanti 

akan berpengaruh dalam perpolitikan kita?
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Tugas dan wewenang DPD, antara lain sebagai berikut.

1) DPD dapat mengajukan kepada DPR rancangan undang-

undang yang berkaitan dengan otonomi daerah; hubungan 

pusat dan daerah; pembentukan dan pemekaran, peng-
gabungan daerah; pengelolaan sumber daya alam dan 
sumber daya ekonomi lainnya; serta yang berkaitan dengan 
pertimbangan keuangan pusat dan daerah.

2) DPD ikut membahas rancangan undang-undang yang 
berkaitan dengan otonomi daerah; hubungan pusat dan 
daerah; pembentukan, pemekaran, dan penggabungan 
daerah; pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya 
ekonomi lainnya; serta yang berkaitan dengan perimbangan 
keuangan pusat dan daerah yang diajukan, baik oleh DPR 
maupun oleh pemerintah.

3) DPD memberikan pertimbangan kepada DPR atas ran-
cangan undang-undang APBN, rancangan undang-undang 
yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama. 
Pertimbangan tersebut diberikan dalam bentuk tertulis 
sebelum memasuki tahapan pembahasan antara DPR dan 
pemerintah sehingga menjadi bahan bagi DPR dalam 
melakukan pembahasan dengan pemerintah.

4) DPD memberikan pertimbangan kepada DPR dalam pe-
milihan anggota Badan Pemeriksa Keuangan. Pertimbangan 
tersebut disampaikan secara tertulis sebelum pemilihan 
anggota Badan Pemeriksa Keuangan.

5) DPD dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan 
undang-undang mengenai otonomi daerah; pembentukan, 
pemekaran, dan penggabungan daerah; hubungan pusat dan 
daerah; pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya 
ekonomi lainnya; pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, 
dan agama. Pengawasan tersebut merupakan pengawasan 
atas pelaksanaan undang-undang yang hasilnya disampaikan 
kepada DPR sebagai bahan pertimbangan untuk ditindak-
lanjuti.

6) DPD menerima hasil pemeriksaan keuangan negara 
dari Badan Pemeriksa Keuangan untuk dijadikan bahan 
membuat pertimbangan bagi DPR tentang rancangan 
undang-undang yang berkaitan dengan APBN.

Sebagai sebuah lembaga negara, DPD memiliki hak, 
antara lain mengajukan rancangan undang-undang, dan ikut 
membahas rancangan undang-undang. Sebaliknya, setiap 
anggota DPD juga memiliki hak, antara lain menyampaikan 

usul dan pendapat; memilih dan dipilih; dan membela diri.
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d. Presiden  

Negara Indonesia menganut sistem pemerintahan presi-

densial. Oleh karena itu, kekuasaan pemerintahan dipimpin 

oleh presiden sebagai kepala negara, dan kepala pemerintahan, 

serta dibantu wakil presiden dan kabinet (menteri-menteri).

Kekuasaan presiden sebagai kepala negara, antara lain 

sebagai berikut.

1) Presiden memegang kekuasaan yang tertinggi atas Ang-

katan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara.

2) Presiden dengan persetujuan DPR menyatakan perang, 

membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara 

lain.

3) Presiden menyatakan keadaan bahaya. Syarat-syarat dan 

akibatnya keadaan bahaya ditetapkan dengan undang-

undang.

4) Presiden mengangkat duta dan konsul serta menerima 

penempatan duta negara lain dengan memerhatikan 

pertimbangan DPR.

5) Presiden memberi grasi dan rehabilitasi dengan memerhati-

kan pertimbangan Mahkamah Agung, serta memberi amnesti 

dan abolisi dengan memerhatikan pertimbangan DPR.

6) Presiden memberi gelar, tanda jasa, dan lain-lain tanda 

kehormatan yang diatur dengan undang-undang.

7) Presiden meresmikan anggota Badan Pemeriksa Keuangan 

yang dipilh oleh DPR dengan memerhatikan pertimbangan 

DPD.

8) Presiden menetapkan hakim agung yang disetujui oleh DPR 

atas usul Komis Yudisial.

Gambar 6.3 Pengangkatan 

dan pelantikan hakim agung 

adalah tugas presiden selaku 

kepala negara.

dalmuji.files.wordpress.com
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Kekuasaan presiden sebagai kepala pemerintahan, antara 

lain sebagai berikut.

1) Presiden RI memegang kekuasaan pemerintahan menurut 

UUD (pasal 4)

2) Presiden membentuk suatu dewan pertimbangan yang 

bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada 

presiden (pasal 16).

3) Presiden mengangkat dan memberhentikan menteri  (pasal 

17).

e. Badan Pemeriksa Keuangan

Badan Pemeriksa Keuangan adalah badan yang memeriksa 

tanggung jawab tentang keuangan negara. Badan ini memeriksa 

semua pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. 

Hasil pemeriksaan itu dilaporkan kepada DPR, dan DPD sebagai 

bahan penilaian atau pengawasan dalam pembahasan RAPBN 

tahun berikutnya. Selain memeriksa keuangan negara, BPK juga 

mengatur tentang pajak dan hal-hal keuangan lainnya.

Wewenang BPK dalam melaksanakan tugasnya adalah:

1) Menetapkan kebijaksanaan atas tanggung jawab keuangan 

negara;

2) Melakukan perbendaharaan berdasarkan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku;

3) Menetapkan kebijaksanaan tugas penunjangnya.

f. Mahkamah Agung

Gambar 6.4 Gedung Mahkamah Agung

dalmuji.files.wordpress.com

Mahkamah Agung merupakan peradilan 

tertinggi yang memberikan putusan terakhir 

yang dimintakan kasasi. Kasasi adalah 

membatalkan atau menguatkan keputusan 

peradilan tingkat bawahnya. MA dapat 

memberikan pertimbangan dalam bidang 

hukum, baik diminta atau tidak kepada 

lembaga negara lainnya; serta mempunyai 

wewenang menguji secara material terhadap 

peraturan perundang-undangan di bawah 

undang-undang.

g. Mahkamah Konstitusi (MK)

Dalam perubahan konstitusi (UUD 1945) ditegaskan bahwa 

jaminan kekuasaan kehakiman yang merdeka dilakukan oleh 
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Mahkamah Agung (MA) dan badan peradilan di bawahnya 

serta oleh Mahkamah Konstitusi (MK). Perubahan konstitusi 

mengenai kekuasaan kehakiman melahirkan dua lembaga negara 

baru, yaitu Komisi Yudisial dan Mahkamah Konstitusi.

Gambar 6.5  Sidang Mahkamah Konstitusi 

murasmanrahman

Lembaga negara yang memegang kekua-

saan yudikatif selain Mahkamah Agung adalah 

Mahkamah Konstitusi (MK). Keberadaan 

Mahkamah Konstitusi dipandang sangat 

penting untuk menjalankan fungsi peradilan 

terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan 

judicial review, sengketa kewenangan antar-

lembaga negara, pembubaran partai politik, 

dan hasil pemilihan umum.

Kewenangan Mahkamah Konstitusi 

sebagaimana tertera pada ketentuan pasal 

24C UUD Negara RI Tahun 1945 adalah 

mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya 

bersifat final untuk:

1) Menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar;

2) Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang 

kewenangannya diberikan oleh undang-undang dasar;

3) Memutus pembubaran partai politik;

4) Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Selain itu, Mahkamah Konstitusi mempunyai kewajiban 

untuk memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai 

dugaan pelanggaran oleh presiden dan/atau wakil presiden 

menurut undang-undang dasar.

h. Komisi Yudisial

Gambar 6.6  Gedung Komisi Yudisial

www.primaironline.com      

Komisi Yudisial merupakan lembaga 

baru yang dibentuk berkaitan dengan 

pelaksanaan kekuasaan kehakiman. Komisi 

Yudisial yang dibentuk berdasarkan ke-

tentuan pasal 24B UUD Negara RI Tahun 

1945 yang bersifat mandiri dan mempunyai 

wewenang mengusulkan pengangkatan 

hakim agung wewenang lain dalam rangka 

menjaga dan menegakkan kehormatan, 

keluhuran martabat, serta perilaku hakim.

Pembentukan Komisi Yudisial diha-

rapkan akan meningkatkan kualitas hakim 

agung sehingga diharapkan akan meningkatkan kualitas 

proses peradilan  dan putusan peradilan di Mahkamah Agung. 
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Mahkamah Agung merupakan lembaga peradilan puncak dalam 

tatanan peradilan Indonesia, kecuali untuk kasus-kasus tertentu 

yang diadili oleh Mahkamah Konstitusi.

Montesquieu

Montesquieu yang lahir pada tanggal 18 Januari 1689 adalah 

pemikir politik Perancis yang hidup pada Era Pencerahan. Ia 

terkenal dengan teorinya mengenai pemisahan kekuasaan yang 

banyak disadur pada diskusi-diskusi mengenai pemerintahan dan 

diterapkan pada banyak konstitusi di seluruh dunia. Ia memegang 

peranan penting dalam mempopulerkan istilah “feodalisme” dan 

“Kekaisaran Bizantium”. Montesquieu meninggal tanggal 10 

Februari 1755. 
www.google.co.id

2. Infrastruktur Politik  
Infrastruktur politik adalah lembaga-lembaga politik yang 

ada dalam masyarakat. Lembaga ini dibentuk dan bergerak di 

masyarakat, mencakup lembaga seperti partai politik, organisasi 

kemasyarakatan, kelompok kepentingan atau kelompok penekan, 

dan media massa.

a. Partai Politik

Secara umum, partai politik dikatakan sebagai suatu 

kelompok terorganisir yang anggotanya mempunyai orientasi, 

nilai, dan cita-cita yang sama. Kelompok ini bertujuan untuk 

memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik 

dengan cara konstitusional. Ada beberapa pengertian partai 

politik, antara lain sebagai berikut.

1) Carl J. Fredrich (Miiriam Budiardjo : 2008)

Partai adalah sekelompk manusia yang terorganisir 

secara stabil dengan tujuan merebut atau mempertahankan 

penguasaan terhadap pemerintahan bagi pemimpin 

partainya dan berdasarkan penguasaan ini memberikan 

kepada anggotanya kemanfaatan yang bersifat idiil dan 

material.

2) Roger H.Soltau (Miiriam Budiardjo : 2008)

Partai politik adalah sekelompok warga negara yang 

sedikit banyak terorganisir, yang bertindak sebagai suatu 
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politik dengan memanfaatkan kekuasaannya untuk memiliki 

dan bertujuan menguasai pemerintahan dan melaksanakan 

kebijaksanaan umum mereka.

3) Sigmaun Neumann (Miiriam Budiardjo : 2008)

Partai politik adalah organisasi dari aktivitas politik 

yang berusaha untuk menguasai kekuasaan pemerintahan 

serta merebut dukungan rakyat atas dasar persaingan 

dengan suatu golongan atau golongan lain yang mempunyai 

pandangan yang berbeda.

Dengan demikian, partai politik adalah organisasi politik 

yang dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara 

sukarela atas dasar persatuan dan kehendak dan cita-cita untuk 

memperjuangkan kepentingan anggota, masyarakat, bangsa, 

dan negara melalui pemilihan umum. Sebagai sebuah organisasi 

politik, partai politik memiliki tujuan (menurut UU No. 2 Tahun 

2008), yaitu  

1) mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia sebagai-

mana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2) menjaga dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan 

Republik Indonesia;

3) mengembangkan kehidupan demokrasi berdasarkan Pan-

casila dengan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dalam 

Negara Kesatuan Republik Indonesia;

4) mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia;

5) meningkatkan partisipasi politik anggota dan masyarakat 

dalam rangka penyelenggaraan kegiatan politik dan 

pemerintahan;

6) memperjuangkan cita-cita partai politik dalam kehidupan 

bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;

7) membangun etika dan budaya politik dalam kehidupan 

bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Ciri-ciri partai politik adalah  

1) berakar dalam masyarakat lokal;

2) melakukan kegiatan terus-menerus;

3) berusaha memperoleh dan mempertahankan kekuasaan 

dalam pemerintahan;

4) ikut serta dalam peilihan umum.

Fungsi utama partai politik adalah mencari dan mem-

pertahankan kekuasaan guna mewujudkan program-program 
yang disusun berdasarkan ideologi tertentu dengan cara ikut 
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pemilihan umum. Partai politik juga melakukan kegiatan me-
liputi seleksi calon-calon, kampanye dan melaksanakan fungsi 
pemerintahan (legislatif dan eksekutif).

Selain itu, partai politik juga melakukan sosialisasi po-
litik, pembentukan sikap dan orientasi politik para anggota 
masyarakat. Bahkan, juga melakukan rekrutmen politik, yaitu 
seleksi dan pemilihan atau pengangkatan seseorang atau seke-
lompok orang untuk melaksanakan sejumlah peranan dalam 
sistem politik. Partai politik  melakukan proses penyampaian 
informasi mengenai politik dari pemerintah kepada masyarakat 
dan dari masyarakat kepada pemerintah (komunikasi politik). 
Partai politik melakukan pengendalian konflik mulai dari per-
bedaan pendapat sampai pada pertikaian fisik antarindividu 
atau kelompok. Dalam hal kontrol politik, partai politik mela-
kukan kegiatan untuk menunjukan kesalahan, kelemahan dan 
penyimpangan dalam isi kebijakan atau pelaksaan kebijakan 
yang dibuat oleh pemerintah.

b. Organisasi Kemasyarakatan
Organisasi kemasyarakatan adalah perkumpulan yang 

dibentuk oleh sekelompok orang dengan tujuan tertentu yang 
umumnya untuk memenuhi kebutuhan di bidang sosial, budaya 
dan kemasyarakatan amat luas cakupannya.

c. Kelompok Kepentingan
Kelompok kepentingan adalah sekelompok orang yang 

memiliki kesamaan sifat, sikap, kepercayaan dan atau tujuan, 
yang sepakat mengorganisasikan diri untuk melindungi dan 
memperjuangkan kepentingan atau tuntutan kelompok itu. 
Beberapa pengertian kelompok kepentingan yang dikemukakan 
para ahli adalah sebagai berikut.

1) David B.Truman (David B. Truman : 1951)

Kelompok kepentingan adalah sebuah kelompok 
”pembagi sikap” yang membuat klaim-klaim tertentu atau 
kelompok dalam masyarakat dengan tindakan-tindakan 
tertentu terhadap instansi pemerintah.

2) Gabriel A.Almond (Gabriel A. Almond : 1996)

Kelompok kepentingan adalah setiap organisasi yang 
berusaha memengaruhi kebijaksanaan pemerintah tanpa pada 
waktu yang sama, berkehendak memperoleh jabatan publik.

3) Kay Lawson (Kay Lawson : 2008)

Kelompok kepentingan adalah suatu organisasi yang 
tujuan utamanya untuk memengaruhi kegiatan pemerintah 
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dengan keyakinan orang-orang yang memiliki posisi dalam 
pemerintahan agar bertindak sesuai dengan kepentingan 
kelompok.

4) Ramlan Surbakti (Ramlan Surbakti : 1992)

Kelompok kepentingan adalah sejumlah orang yang 
memiliki kesamaan, sifat, sikap, kepercayaan, dan atau 
tujuan yang sepakat mengorganisasikan diri untuk melin-
dungi dan mencapai tujuan. 

Ciri-ciri dari kelompok kepentingan adalah sebagai berikut.

1) Kumpulan orang yang terorganisir atas nama satu atau lebih 
kepentingan tertentu yang diperjuangkan.

2) Adanya kepentingan yang sama yang menyatukan orang-
orang untuk bergabung membentuk satu organisasi dengan 
nama tertentu.

3) Setiap kegiatan kelompok kepentingan selalu bergandengan 
dengan isu publik yang ditujukan untuk mempengaruhi 
kebijakan pemerintah.

4) Setiap kegiatan mengatasnamakan masyarakat mengingat 
fungsinya sebagai artikulator kepentingan dalam masya-
rakat.

5) Kegiatannya tidak ditujukan untuk mendapat jabatan 
publilk tetapi lebih pada upaya partisipasi politik.

d. Media Massa
Media massa yang dimaksud meliputi komunikasi dalam 

arti luas dan arti sempit

1) Media dalam arti sempit adalah media cetak seperti surat 
kabar, koran, majalah, tabloid, dan bulletin-bulletin pada 
kantor berita. Media massa ini seringkali disebut pers.

2) Media dalam arti luas mencakup semua media komunikasi 
seperti media cetak, media audio visual dan media elektronik. 
Contoh: radio, televisi, film, internet, dan sebagainya. Pers 
dalam arti media cetak termasuk media komunikasi.

Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, kedua lembaga 
saling membutuhkan, baik lembaga infrastruktur politik 
maupun suprastruktur politik. Kerja sama antara lembaga 

politik dalam suatu negara membentuk suatu sistem politik.

C. Sistem Politik Indonesia
Sistem politik Indonesia diartikan sebagai kumpulan atau 

keseluruhan berbagai kegiatan dalam negara Indonesia yang 
berkaitan dengan kepentingan umum termasuk proses penentuan 
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tujuan, upaya-upaya mewujudkan tujuan, pengambilan keputusan, 

seleksi dan penyusunan skala prioritasnya. Sistem politik Indonesia 

dijalankan oleh beberapa lembaga-lembaga negara yang tersebut 

di dalam konstitusi negara ( termasuk fungsi legislatif, eksekutif, 
dan yudikatif ). 

Lembaga-lembaga yang dimaksud adalah suprastruktur politik 

seperti MPR, DPR, DPD, presiden dan wakil presiden, Mahkamah 

Agung, Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial. Lembaga-lembaga 

ini yang akan membuat keputusan-keputusan yang berkaitan den-

gan kepentingan umum.

Badan yang ada di masyarakat seperti partai politik, organisasi 

masyarakat, media massa, kelompok kepentingan (interest group), 

kelompok penekan (presure group), alat/media komunikasi politik, 

tokoh politik (political figure), dan pranata politik lainnya adalah 

merupakan infrastruktur politik, melalui badan-badan inilah ma-

syarakat dapat menyalurkan aspirasinya. Tuntutan dan dukungan 

sebagai input dalam proses pembuatan keputusan. Dengan adanya 

partisipasi masyarakat diharapkan keputusan yang dibuat pemer-

intah sesuai dengan aspirasi dan kehendak rakyat.

1. Sistem Politik Demokrasi Pancasila
Demokrasi Pancasila adalah suatu paham demokrasi yang 

bersumber kepada kepribadian dan filsafat bangsa Indonesia yang 

terdapat dalam Pembukaan UUD Negara RI Tahun 1945. Dasar 

dari demokrasi Pancasila adalah kedaulatan rakyat. Hal ini terdapat 

dalam Pasal 1 Ayat (2) yang berbunyi, “Kedaulatan berada di tangan 

rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Dalam 

demokrasi Pancasila, rakyat adalah subjek demokrasi. Artinya, 

rakyat secara aktif menentukan dan melaksanakan keinginan-

keinginan itu.

Adapun isi pokok dari demokrasi Pancasila adalah sebagai 

berikut.

a. Pelaksanaan demokrasi harus berdasarkan atas Pancasila 

seperti yang tercantum dalam Pembukaan UUD Negara RI 

Tahun 1945, penjabarannya dalam batang tubuh UUD Negara 

RI Tahun 1945 dan Penjelasan UUD Negara RI Tahun 1945.

b. Demokrasi itu harus menghargai hak-hak asasi manusia 

serta menjamin adanya hak-hak minoritas, baik berdasarkan 

kelompok atau kekuatan sosial.

c. Pelaksanaan kehidupan ketatanegaraan harus berdasarkan 

kelembagaan atau institusional.

d. Demokrasi ini bersendi atas hukum seperti yang dijelaskan 

dalam Penjelasan UUD Negara RI Tahun 1945.
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Dengan demikian, demokrasi Pancasila adalah paham demo-
krasi yang berdasarkan kedaulatan rakyat. Seperti yang tercantum 
dalam Pembukaan UUD Negara RI Tahun 1945 dan bersendikan 
atas hukum yang bersumber pada Pancasila, serta dilaksanakan 
melalui lembaga-lembaga negara.

Demokrasi Pancasila bertujuan untuk menetapkan cara bangsa 
Indonesia dalam mengatur hidup dan sikap berdemokrasi yang 
seharusnya. Bangsa Indonesia mengatur kehidupan demokrasi 
berdasarkan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum, 
yang perwujudannya adalah Undang-Undang Dasar 1845 dan Surat 
Perintah Sebelas Maret 1966.

Fungsi dari demokrasi Pancasila adalah sebagai berikut.
a. Demokrasi Pancasila menjamin adanya keikutsertaan rakyat 

dalam kehidupan bernegara.
b. Demokrasi Pancasila menjamin tetap tegaknya Negara 

Proklamasi 17 Agustus 1945.
c. Demokrasi Pancasila menjamin tetap tegaknya Negara 

Kesatuan Republik Indonesia yang mempergunakan sistem 
konstitusional.

d. Demokrasi Pancasila menjamin tetap tegaknya hukum yang 
bersumber pada Pancasila.

e. Demokrasi Pancasila menjamin adanya hubungan yang selaras, 
serasi, dan seimbang antara lembaga-lembaga negara.

Sistem politik di Indonesia berdasarkan pada ketentuan dalam UUD 

Negara RI Tahun 1945. Sistem politik Indonesia dinamakan sistem 

politik demokrasi Pancasila. Meskipun ketentuan dalam UUD Negara 

RI Tahun 1945 telah banyak mengalami perubahan, namun sistem 

politiknya masih tetap demokrasi Pancasila. Lalu, apa dan bagaimana 

sistem demokrasi pancasila?  

2. Pelaksanaan Demokrasi Pancasila dalam 
Pengambilan Keputusan

Seperti dijelaskan sebelumnya bahwa salah satu wujud demo-

krasi Pancasila adalah pola pengambilan keputusan. Pengambilan 

keputusan dalam demokrasi Pancasila harus dapat dilakukan secara 

arif dan bijaksana sesuai dengan jiwa Pancasila. Pengambilan 

keputusan pun harus dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip 

demokrasi Pancasila, yaitu keseimbangan antara hak dan kewajiban, 

persamaan, kebebasan yang bertanggung jawab, dan mengutama-

kan persatuan dan kesatuan bangsa.
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Berdasar pada sila ”Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat 

kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan”, pengambilan 

keputusan dilakukan secara musyawarah mufakat. Hal inilah yang 

menjadi prioritas dan dikehendaki oleh demokrasi Pancasila. Oleh 

karena itu, demokrasi Pancasila dalam pengambilan keputusan 

diutamakan proses melalui musyawarah mufakat. Jika pengambilan 

keputusan secara musyawarah mufakat tidak tercapai maka 

pengambilan keputusan dilakukan dengan voting atau pemungutan 

suara terbanyak.

Menurut Ketetapan MPR No. II/MPR/1999 dijelaskan bahwa 

pengambilan keputusan sejauh mungkin diusahakan melalui 

musyawarah untuk mufakat, apabila hal ini tidak berhasil dapat 

ditempuh dengan jalan suara terbanyak. Baik pengambilan 

keputusan secara musyawarah mufakat maupun suara terbanyak, 

keduanya memiliki persyaratan tersendiri.

Pengambilan keputusan secara musyawarah mufakat dalam 

demokrasi Pancasila dinyatakan sah, apabila diambil dalam suatu 

rapat yang daftar hadirnya telah ditandatangani lebih dari 1/2 

jumlah anggota rapat yang mencerminkan setiap fraksi.

Pengambilan keputusan dengan pemungutan suara dalam 

demokrasi Pancasila dikatakan sah, yaitu sebagai berikut.

a. Diambil dalam suatu rapat yang daftar hadirnya telah ditanda-

tangani sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota rapat.

b. Disetujui lebih dari separuh anggota yang hadir.

Contoh pelaksanaan pengambilan keputusan yang sesuai 

demokrasi Pancasila adalah sebagai berikut.

a. Pelaksanaan Pemilu 2004 dan 2009 secara luber dan jurdil.

b. Pemilihan dan penyusunan ketua dan wakil ketua DPR, DPD, 

DPRD Provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.

c. Pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung oleh 

rakyat.

Demokrasi Pancasila merupakan dianggap demokrasi yang pa-

ling cocok di Indonesia karena berdasarkan nilai-nilai Pancasila. 

Namun, pelaksanaan demokrasi seringkali bertentangan dengan 

nilai-nilai Pancasila. Menurut Anda, bagaimanakah seharusnya 

pelaksanaan demokrasi Pancasila yang baik?
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D. Peran Serta dalam Sistem Politik Indonesia

Partisipasi politik merupakan unsur yang penting dalam 

demokrasi, termasuk demokrasi Pancasila. Hal itu disebabkan 

semua hasil keputusan dari demokrasi merupakan kehendak dan 

aspirasi dari rakyat. Oleh karena itu, partisipasi rakyat sangat 

menentukan keputusan politik. Partisipasi politik dari rakyat akan 

memengaruhi kehidupan kenegaraan.

Partisipasi politik merupakan keikutsertaan rakyat dalam 

menentukan segala keputusan yang menyangkut dan memengaruhi 

kehidupannya di bidang politik. Partisipasi politik rakyat me-

nunjukkan partisipasi yang berbeda-beda. Ada rakyat yang terlibat 

aktif, misalnya menjabat menjadi pejabat publik (pemerintah/

birokrasi). Namun, ada juga rakyat yang tidak aktif dalam ber-

partisipasi, seperti tidak memilih dalam pemilu (golput). Perbedaan 

partisipasi politik rakyat tersebut disebabkan beberapa faktor. 

Faktor-faktor yang memengaruhi partisipasi politik adalah sebagai 

berikut.

1. Kesadaran politik, yaitu kesadaran terhadap hak dan kewajiban-

nya sebagai warga negara.

2. Kepercayaan politik, yaitu sikap dan rasa percaya rakyat terha-

dap pemerintahannya.

Berdasarkan kedua faktor di atas, bentuk partisipasi politik ada 

empat macam, yaitu sebagai berikut.

1. Partisipasi politik aktif merupakan partisipasi seseorang yang 

mempunyai kesadaran dan kepercayaan politik yang tinggi.

2. Partisipasi politik apatis merupakan partisipasi seseorang yang 

mempunyai kesadaran dan kepercayaan politik yang rendah.

3. Partisipasi politik pasif merupakan partisipasi seseorang yang 

mempunyai kesadaran politik rendah, sedangkan kepercayaan 

politiknya tinggi.

4. Partisipasi politik militan radikal merupakan partisipasi sese-

orang yang memiliki kesadaran politik tinggi, sedangkan 

kepercayaan politiknya rendah.

Jadi, jika kita ingin mencapai partisipasi politik yang aktif maka 

rakyat perlu menumbuhkan kesadaran politik dan kepercayaan 

politik yang tinggi dan positif. Partisipasi politik yang aktif akan 

meningkatkan persatuan dan kesatuan seluruh warga negara dalam 

penyelenggaraan kehidupan bernegara.
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A. Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut ini, kemudian berilah tanda silang 
(x) sesuai dengan sikapmu!

No. Pernyataan S SS KS TS Alasan

1.

2.

3.

4. 

5.

Sistem politik yang di-

jalankan Indonesia saat ini 

cenderung meniru sistem 

politik negara tertentu.

Partisipasi rakyat dalam 

sistem politik saat ini dira-

sakan kurang karena makin 

meningkatnya orang untuk 

“golput” dalam pemilu.

Pelaksanaan sistem politik 

kita sejalan dengan amanat 

dalam UUD 1945.

Penambahan lembaga 

negara dalam konstitusi kita 

justru semakin menambah 

beban negara dalam penge-

luaran negara.

Peran serta rakyat dalam 

lembaga infrastruktur 

politik dirasakan sangat 

kurang meskipun kehidupan 

demokrasi telah dibuka 

lebar.

.....

....

.....

.....

....

.....

....

.....

.....

....

.....

....

.....

.....

....

.....

....

.....

.....

....

.................................

.................................

.................................

.................................

.................................

.................................

.................................

.................................

.................................

.................................

.................................

.................................

.................................

.................................

.................................

.................................

.................................

.................................

.................................

.................................

.................................

.................................

Keterangan:
S  :  Setuju

SS :  Sangat Setuju

KS : Kurang Setuju

TS :  Tidak Setuju
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B. Perhatikan kasus berikut!

Mantan Menkeu RI angkat bicara soal hengkangnya dirinya dari jabatan 

menteri keuangan. Ia merasa sistem politik di Indonesia tidak lagi menghendaki 

dirinya menjadi pejabat publik. Ia menganggap dirinya hanya sebagai pembantu 

pemerintah yang hanya bisa menjalankan suatu kebijakan yang dianggapnya melayani 

kepentingan masyarakat. Namun, kebijakan publik dibuat melalui dan oleh kekuasaan 

serta merupakan produk dari suatu proses politik yang memiliki kekuasaan untuk 

mengeluarkannya. Disitulah kata dia letak persinggungan antara kebijakan publik 

dan kekuasaan. Dalam kasus Bank Century, Menkeu merasa menjadi pihak yang 

dikorbankan dan selalu dipojokkan dalam panggung politik. Karena itulah ia merasa 

telah menjadi bagian dari sistem politik yang tak lagi dikehendaki di mana perkawinan 

antara kepentingan antarkelompok sudah sangat dominan.
metrotvnews.co

Bagaimanakah sikap kalian menanggapi kasus tersebut? Apakah kalian 
menghargai keputusan seorang pejabat publikyang mundur dari jabatannya karena 
sistem politik yang sudah tidak kondusif lagi baginya dalam tugas dan wewenangnya? 
Ataukah kalian menginginkan bahwa penjabat tersebut harus bertanggung jawab 
terhadap kebijakan yang diambilnya?

1.  Sistem politik berarti berbagai kegiatan 

yang dilakukan oleh beberapa unsure 

atau lembaga negara yang saling 

berkaitan dan menyatu untuk mencapai 

tujuan-tujuan negara.

2. Suprastruktur politik adalah lembaga-

lembaga politik yang dibentuk oleh 

negara untuk menjalankan fungsi-

fungsi kenegaraan. Suprastruktur politik 

di Indonesia menurut UUD Negara RI 

tahun 1945 adalah MPR, DPR, DPD, 

presiden dan wakil presiden, Badan 

Pemeriksa Keuangan, Mahkamah 

Agung, Mahkamah Konstitusi, dan 

Komisi Yudisial.

3.  Infrastruktur politik adalah lembaga-

lembaga politik yang ada dalam ma-

syarakat. Lembaga ini dibentuk dan 

bergerak di masyarakat, mencakup 

lembaga seperti partai politik, organisasi 

kemasyarakatan, kelompok kepentingan 

atau kelompok penekan, dan media 

massa.

3.  Sistem politik di Indonesia berdasarkan 

pada ketentuan dalam UUD Negara RI 

Tahun 1945. Sistem politik Indonesia 

dinamakan sistem politik demokrasi 

Pancasila.
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Evaluasi Bab 6

A. Pilihlah salah satu jawaban yang benar dengan memberikan tanda silang (x) di 
depan huruf a, b, c, d, ataupun e!

1. Perhatikan sistem politik berikut!

1. Sistem politik yang memelihara 

keseimbangan antara konflik dan 

consensus.

2. kebutuhan moral dan nilai-nilai 

moral lebih menonjol daripada kebu-

tuhan material.

3. hanya akan menolerir konflik yang 

tidak menghancurkan sistem.

4. sangat menekankan consensus 

total.

5. menyediakan mekanisme dan pro-

sedur yang mengatur dan menyalur-

kan konflik sampai pada penyelesaian 

dalam bentuk konsensus.

 Pernyataan di atas yang sesuai dengan 

sistem politik demokrasi adalah ....

a. 1, 2, dan 3

b. 1, 3, dan 5

c. 2, 3, dan 4

d. 2, 4, dan 5

e. 3, 4, dan 5

2. Perhatikan!

1.  Kekuasaan 

2.  Kepentingan  

3.  Kebijakan 

4.  Pemerintahan

5.  Kepemimpinan

 Unsur pokok dalam sistem politik ditun-

jukkan oleh ... .

a. 1, 3, dan 5

b. 2, 3, dan 4

c. 1, 2, dan 3

d. 3, 4, dan 5

e. 1, 4, dan 5

3. Fungsi sistem poliitik yang merupakan 

suatu output, antara lain … 

a. pembuatan peraturan 

b. melegitimasi kebijakan pemerin-
tah

c. melegalkan kekuasaan 

d. agregasi kepentingan

e. komunikasi politik

4. Lembaga di bawah ini yang pada dewasa 

ini dikategorikan sebagai suprastruktur 

politik di Indonesia, antara lain ….

a. KPU dan BPK

b. lembaga peradilan umum, militer, 

dan agama  

c. presiden, DPR , dan MA

d. partai politik dan kelompok pene-

kan

e. LSM, LBH,  dan  tokoh politik 

5. Berbagai lembaga yang keberadaanya 

diatur dalam UUD disebut lembaga ….

a. infrastruktur

b. suprastruktur

c. strukturisasi

d. struktur organisasi

e. lembaga terstruktur

6. Salah satu bukti keseimbangan dalam 

pembagian kekuasaan antara presiden 

dan DPR dalam membuat  undang-

undang tercantum dalam UUD Negara 

RI Tahun 1945 Pasal ….

a. 5 Ayat (1)

b. 6 Ayat (2)

c. 10 Ayat (1)

d. 17 Ayat (1)

e. 27 Ayat (1)
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7. Partai politik sebagai alat demokrasi 

memiliki fungsi sebagai ….

a. sarana pemerintah untuk menja-

lankan kekuasaannya

b. oposisi rakyat terhadap pemerintah 

yang berkuasa

c. alat control bagi penyelenggara 

pemerintahan

d. lembaga pemerintah nonformal 

yang diakui

e. wadah untuk mendidik kesadaran 

politik rakyat

8. Secara garis besar struktur politik di 

suatu negara di mana kelompok orang 

yang jumlah anggotanya hanya sedikit, 

terdiri atas tokoh/elit politik tetapi 

memegang kekuasaan pemerintahan 

negara disebut ….

a. suprastruktur politik

b. infrastruktur politik

c. partai politik

d. pressure group
e. interest group

9. Selain partai politik yang resmi, ada 

pula organisasi abstrak yang tidak 

resmi, namun sangat menguasai keadaan 

sebagai elite power. Kelompok ini 

disebut ….

a. suprastruktur politik

b. infrastruktur politik

c. pejabat pemerintah

d. pressure group
e. interest group

10. Berikut ini fungsi dari lembaga infra-

struktur adalah ….

a. pihak penekan kebijakan pemerin-

tahan atau negara

b. wadah para demonstran

c. penyeimbang kewenangan peme-

rintah

d. pelaksana kebijakan pemerintah

e. penentu berlakunya kebijakan peme-

rintah

11. Suprastruktur politik menjalankan fung-

si out put dalam sistem politik, yaitu ....

a pemaduan kepentingan

b pengajuan kepentingan

c pengajuan kepentingan

d melaksanakan pengawasan

e pelaksanaan keputusan

12. Insfrastruktur politik menjalankan 

fungsi input dalam sistem politik 

yang berupa pengajuan kepentingan. 

Infrastruktur politik yang menjalankan 

fungsi ini adalah ….

a. legislatif

b. eksekutif

c. yudikatif

d. DPR

e. partai politik

13. Infrastruktur politik memiliki arti ….

a. suatu mesin politik formal

b. bangun politik bawah atau mesin 

politk informal   

c. bangun politik atas

d. lembaga yang melaksanakan peme-

rintahan

e. lembaga politik yang melakukan 

pengawasan

14. Di dalam suprastruktur politik  lembaga 

formal yang berfungsi melaksanakan 

peraturan perundang- undangan adalah 

….

a. partai  politik

b. infrastruktur politik

c. yudikatif

d. eksekutif

e. legislatif
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15. Lembaga politik negara yang secara 

formal sebagai suprastruktur politik 

adalah ….

a. MPR, DPR, presiden, MA, dan 

parpol

b. MPR, DPR, DPD, MA, ormas

c. MPR, DPR, MA, presiden, ormas

d. MPR, DPR, DPD, MA, parpol

e. MPR, DPR, presiden, MA, BPK

16. Insfrastruktur politik menjalankan 

fungsi input dalam sistem politik 

yang berupa pengajuan kepentingan. 

Infrastruktur politik yang menjalankan 

fungsi ini adalah ....

a legislstif

b eksekutif

c yudikatif

d DPR

e partai politik

17. Pemerintah atau eksekutif merupakan 

suprastruktur politik yang dalam arti 

sempit terdiri dari ....

a. presiden dan DPR

b. presiden, wakil presiden dan para 

menteri 

c. eksekutif dan kelompok penekan

d. legislatif dan yudikatif

e. DPR dan BPK

18. Sistem politik  yang hanya ditentukan 

oleh satu orang dan cenderung diktator 

dalah sistem politik ….

a. demokratis

b. liberal

c. otoriter 

d. sosialis

e. komunis               

19. Dalam sistem politik di Indonesia 

presiden, wakil presiden dibantu para 

menteri dan seluruh aparat birokrasi 

pemerintahan di bawahnya bertanggung 

jawab untuk menjalankan fungsi ... 

a. menerapkan kebijakan umum             

b. mengadili pelanggar kebijakan 

umum

c. memadukan berbagai kepentingan 

dalam masyarakat

d. merumuskan kepentingan yang 

berkembang di masyarakat

e. semua jawaban di atas benar

20. Salah satu contoh kelompok kepentingan 

yang memiliki fungsi-fungsi politik dan 

sosial adalah kelompok ….

a. anomi

b. nonasosiasional

c. institusional

d. asosiasional

e. organisasional

21. Salah satu tujuan perlunya masyarakat 

memiliki partisipasi politik dalam ke-

hidupan bernegara adalah ….

a. untuk mempengaruhi pemilihan 

pejabat publik

b. melaksanakan kewajiban sebagai 

warga negara yang bertanggung 

jawab

c. mewujudkan sistem politik yang 

berbasis pada perwakilan rakyat

d. untuk mengawasi sekaligus me-

ngontrol setiap peraturan yang ada

e. mengadakan pengawasan terhadap 

setiap keputusan pemerintah

22. Segala aktivitas atau cara yang berhu-

bungan dengan kekuasaan yang dipakai 

untuk mewujudkan tujuan disebut ….

a.   politik

b.  elit politik

c.  partai politik

d.  ilmu politik

e.  tujuan politik
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23. Berdasarkan UUD  Negara RI Tahun 

1945 dalam pelaksanaan lembaga ke-

kuasaan negara menerapkan sistem ....

a. pemisahan kekuasaan

b. separation of power

c. pembagian kekuasaan               

d. pengawasan berimbang

e. kebebasan mutlak       

24. Presiden menurut konstitusi RIS 1949 

adalah ....

a. kepala pemerintahan negeri

b. bertanggung jawab kepada DPR

c. kepala negara

d. panglima tertinggi Angkatan Ber-

senjata

e. bertanggung jawab kepada senat

25. Negara Kesatuan Republik Indonesia 

di bawah UUD 1950 menganut sistem 

pemerintahan ....

a. presidensial

b. unikameral

c. semipresidensial

d. parlementer

e. trikameral

26. Pengertian politik praktis adalah ….

a. aktif dalam pemberontakan

b. aktif menjadi panitia pemilu

c. mencoblos salah satu tanda gambar 

pemilu

d. aktif menjadi anggota dewan

e. aktif menjadi anggota partai politik 

atau orsospol

27. Partai politik merupakan jembatan atau 

penghubung antara ….

a. masyarakat satu dengan yang lain

b. masyarakat dengan pemerintah

c. individu dengan organisasi massa

d. organisasi dengan negara

e. pemerintah satu dengan pemerintah 

yang lain

28. Kegiatan seperti mengeluarkan pen-

dapat, berorganisasi, menggunakan hak 

pilih, mengambil keputusan  merupakan  

hak  warga negara sebagai  ... .

a.   insan politik 

b.   makhluk sosial 

c.   makhluk individu 

d.   budaya politik 

e.   makhluk biologis 

29. Pelaksanaan pemilu dalam satu negara 

yang menganut sistem politik demokrasi 

adalah ….

a. pemilu untuk memperkuat keabsahan 

negara

b. pemilu yang tidak demokratis

c. pemilu yang bebas

d. pemilu yang membatasi hak pilih 

warga negaranya

e. pemilu untuk memilih satu partai 

yang kuat.

30. Negara yang menganut sistem politik 

demokrasi menjamin kebebasan indi-

vidu dalam hal-hal berikut, kecuali 
….

a. kebebasan berbicara

b. kebebasan beragama

c. memperoleh pendidikan

d. memperoleh penghidupan yang 

layak

e. menggunakan sarana umum tanpa 

batas



222 Pelajaran Kewarganegaraan SMA 1

1. Sebutkan faktor-faktor yang berpengaruh 

terhadap sistem politik!

2. Sebutkan lembaga kekuasaan negara di 

Indonesia!

3. Mengapa hanya lembaga yang termasuk 

suprastruktur politik saja yang diatur 

dalam UUD Negara RI Tahun 1945?

4. Mengapa sistem politik setiap negara 

berbeda-beda?

5. Bagaimanakah sistem politik demokrasi 

yang diterapkan di Indonesia?

Coba Anda renungkan kembali bagaimana pelaksanaan sistem 

politik Indonesia dengan telah dilakukannya amandemen UUD 

1945? Apakah sistem politik yang ada sekarang menjamin 

berlangsungnya kehidupan demokrasi yang lebih baik?

B. Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan benar!
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1. Pancasila merupakan kristalisasi nilai-
nilai budaya bangsa yang digali dari 
bumi Indonesia dan telah dibina sejak 
lama. Dalam ini kedudukan Pancasila 
adalah sebagai ….

a. jiwa dan kepribadian bangsa

b. perjanjian luhur bangsa

c. falsafah negara

d. dasar negara

e. ideologi negara

2. Konstitusi tidak selalu berarti undang-
undang dasar, karena ada ahli yang 
mengartikan konstitusi sebagai:

a.  hukum dasar yang mendasari semua 
peraturan 

b.  perwujudan dari dasar negara 

c.  sumber hukum formil

d.  sistem tertutup dari norma-norma 
hukum yang hierarkhis 

e.  peraturan yang bersifat tetap dan 
tidak dapat dirubah 

3. Sebagai hukum dasar, maka UUD 
merupakan sumber hukum formal. 
Artinya ....

a.  menjamin terselenggaranya peme-
rintahan 

b.  merupakan landasan dari semua 
peraturan perundangan 

c.  menjamin perlindungan HAM

d.  menjamin penegakan hukum

e. merupakan pedoman hidup ber-
negara

4. Dalam hubungannya dengan UUD 
sebagai hukum dasar di Indonesia maka 
Pancasila berfungsi sebagai ....

a. landasan filosofis negara 

b. sumber hukum materiil bagi hukum 
dasar negara 

c. pandangan hidup berbangsa dan 

bernegara

d. landasan berpijak penyelenggaraan 

negara

e. way of life bangsa Indonesia

5. Pembukaan UUD Negara RI Tahun 

1945 berkedudukan sebagai ….

a. pokok kaidah negara yang funda-

mental

b. tertib hukum tertinggi

c. norma dasar negara

d. staatsfundamental norm

e. aturan dasar negara

6. Pokok pikiran kedua Pembukaan UUD 

Negara RI Tahun 1945 jika kita kaitkan 

dengan rumusan dalam pasal UUD 

Negara RI Tahun 1945 adalah sangat 

erat dengan pernyataan…

a. negara Indonesia adalah negara 

kesatuan yang berbentuk republik 

b. kedaulatan ada di tangan rakyat dan 

dilakukan menurut UUD

c. MPR terdiri dari anggota DPR dan 

Anggota DPD

d. MA adalah lembaga peradilan 

tingkat kasasi.

e. tiap-tiap WN berhak atas pekerjaan 

dan penghidupan yang layak bagi 

kemanusiaan.

7. Berikut ini adalah fungsi konstitusi, 

kecuali ....

a. membatasi kekuasaan

b. menjamin hak asasi manusia

c. membatasi kekuasaan warga negara

d. pengawasan

e. menentukan hubungan antarnegara

A. Pilihlah salah satu jawaban yang benar dengan memberikan tanda silang (x) di 
depan huruf a, b, c, d, ataupun e!

Evaluasi Semester 2  
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8. Dicantumkannya aturan peralihan da-

lam UUD 1945 bermaksud untuk ….

a. melengkapi UUD Negara RI Tahun 

1945

b. menyempurnakan UUD Negara RI 

Tahun 1945

c. menentukan tata hukum Indonesia

d. memperbanyak jumlah pasal-pasal 

UUD Negara RI Tahun 1945

e. menghindari kekosongan hukum di 

Indonesia

9. Suatu kesepakatan untuk melaksanakan 

Pancasila dan UUD Negara RI Tahun 

1945 secara murni dan konsekuen 

adalah ….

a. konsensus nasional

b. ketaatan

c. kesepakatan nasional

d. kebijaksanaan

e. kedisiplinan

10. Pemerintahan konstitusional bercirikan 

bahwa konstitusi negara memuat adanya 

….

a. jaminan hukum

b. jaminan hak asasi manusia 

c. pembatasan kekuasaan legislatif

d. kebebasan warga negara

e. pemupukan kekuasaan legislatif

11. Permohonan pewarganegaraan  Indone-

sia diajukan kepada presiden melalui 

.…

a. Komisi Konstitusi

b. Kejaksaan Agung         

c. Mahkamah Agung

d. Menteri Kehakiman

e. pejabat Imigrasi

12. Sesudah amandemen UUD Negara 

RI Tahun 1945, ketentuan tentang 

penduduk dan warga negara Indonesia 

diatur dalam Pasal ....

a.  20 d.  26

b.  23 e.  28

c.  25

13. Di bawah ini adalah beberapa bukti 

yang menunjukkan bahwa manusia 

sederajat, kecuali….

a.  sama-sama makhluk ciptaan tuhan 

b.  proses penciptaan manusia sama

c.  setiap manusia dilahirkan dalam 

keadaan sama

d.  setiap manusia mendapat kesem-

patan hidup yang sama 

e.  setiap manusia memiliki HAM yang 

sama

14. Contoh perbuatan menegakkan dan 

menjunjung tinggi derajat manusia 

adalah berikut, kecuali….

a.  mengingatkan perbuatan yang tidak 

benar

b.  melakukan perbuatan yang benar 

sesuai dengan hukum

c.  melaporkan pelanggaran hukum 

bila dibutuhkan

d.  selalu melakukan tindakan yang 

benar

e.  selalu melindungi seseorang walau-

pun berbuat salah.   

15. Latar belakang digantikannya UUD 

Negara RI Tahun 1945 oleh Konstitusi 

RIS adalah ….

a. bentuk negara kesatuan dianggap 

tidak cocok lagi

b. politik devide et impera yang di-

jalankan Belanda

c. negara federal merupakan cita-cita 

murni bangsa Indonesia 

d. Indonesia dan Belanda bekerja sama 

membentuk uni riil

e. negara federal merupakan satu 

implementasi seluruh wilayah 

Indonesia
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16. Naturalisasi istimewa adalah ….

a. yang diberikan pada orang yang 

berjasa

b. yang diberikan pada orang asing 

yang dating ke Indonesia

c. pewarganegaraanyang diberikan 

pada orang asing yang berjasa di 

Indonesia oleh presiden

d. orang asing yang ingin masuk 

WNI

e. pengajuan permohonan kepada 

Menteri Kehakiman

17. Negara harus memiliki UU Kewargane-

garaan karena diperlukan untuk ….

a. mengetahui jumlah warga negara

b. membatasi masuknya orang asing 

ke Indonesia

c. menentukan status penduduk

d. menjamin hak dan kewajiban warga 

negara

e. menentukan syarat-syarat menjadi 

warga negara

18. Pengertian hak opsi adalah ….

a. hak untuk memilih kewarganega-

raan

b. hak untuk menolak kewarganega-

raan

c. hak untuk bertempat tingga di suatu 

negara

d. hak anak angkat (orang asing) untuk 

menjadi warga negara dari suatu 

negara

e. hak untuk meminta kewarganega-

raan

19. Fungsi partai politik dalam kehidupan 

bernegara adalah sebagai sarana ….

a. pembentukan kader politik

b. pengendalian simpatisan partai

c. hubungan pemerintah dengan rak-

yat

d. latihan dan penggodokan simpatisan 
partai

e. pengendalian berbagai kepentingan 
masyarakat

20. Salah satu prinsip demokrasi yang 
berlaku secara universal adalah ….

a. adanya sistem perwakilan

b. adanya kepala negara sebagai ke-
pala pemerintahan

c. adanya kepala pemerintahan

d. kedudukan parlemen dan presiden 
sejajar

e. adanya perwakilan yang berimbang

21. Kekuasaan merupakan unsur pokok 
politik karena hakikat politik itu adalah 
semua kegiatan yang menyangkut ma-
salah ….

a. merebut atau memperhatikan ke-
kuasaan

b. alat-alat perlengkapan negara

c. cara untuk mencapai tujuan

d. pengambilan keputusan kolektif

e. rencana-rencana yang mengikat

22. Fungsi partai politik sebagai sarana 
recruitment politik adalah ….

a. mengatasi berbagai konflik

b. penyalur aspirasi dan pendapat 
rakyat

c. memberi penanaman nilai, norma, 
dan sikap

d. mengawasi segala tindakan/kebi-
jaksanaan pemerintah

e. mencari dan mengajak orang ber-
bakat aktif dalam kegiatan politik

23. Berikut ini adalah contoh perilaku ma-
nusia dalam bidang politik adalah ...

a. mengikuti siskamling

b. mendatangi arisan

c. membangun jalan

d. mengikuti kampanye partai

e. mengikuti rapat komite sekolah
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24. Perbedaan yang mendasar sistem 

politik otoriter dengan sistem politik 

liberal, bahwa sistem politik otoriter  

mengarah kediktatoran sedang sistem 

politk liberal adalah ….

a. etatisme

b. monarki

c. demokrasi

d. sosialis

e. monisme

25. Prinsip-prinsip sistem politik yang 

diterapkan di negara Indonesia adalah,  

kecuali…

a. musyawarah mufakat

b. kesimbangan hak dan kewajiban

c. tidak mengenal golongan mayoritas 

dan minoritas

d. keadilan sosial

e. mengutamakan suara terbanyak 

dalam mengambil keputusan  

26. Keberhasilan pemerintah dalam melak-

sanakan sistem demokrasi Pancasila 

bergantung pada ….

a. kekuasaan golongan mayoritas 

dan kepatuhan serta disiplin dalam 

melaksanakan kewajiban

b. kekuasaan golongan mayoritas dan 

tidak adanya penekanan kepada 

golongan minoritas

c. kepatuhan dan disiplin dalam 

melaksanakan kewajiban serta 

melaksanakan hak-hak minoritas

d. kekuasaan golongan mayoritas 

dengan adil dan bijaksana serta 

pelaksanaan pemerintahan

e. tidak ada penekanan terhadap go-

longan minoritas dan pelaksanaan 

pemerintah dengan adil dan bijak-

sana

27. Organisasi politik dalam kehidupan 

bermasyarakat, berbangsa, dan ber-

negara memiliki tugas ….

a. sebagai kontrol sosial dan memberi 

masukan terhadap kebijakan negara

b. menjadi anggota perwakilan rakyat 

di berbagai lembaga tinggi negara

c. melakukan kegiatan unjuk rasa me-

nekan kebijakan pemerintah

d. memberikan mandat pada peme-

rintah pusat dan daerah

e. menyalurkan aspirasi rakyat yang 

ikut menentukan kebijakan negara

28. Struktur-struktur politik yang hidup dan 

berfungsi dalam suasana kemasyarakatan 

disebut sebagai ...

a. aparat struktur politik

b. organisasi struktur politik

c. infrastruktur politik              

d. suprastruktur politik

e. wahana struktur politik

29. Sifat dari suatu sistem politik adalah, 

kecuali ….

a. sistem 

b. struktur

c. proses

d. fungsi

e. kebijakan yang mengikat

30. Agar partai politik dapat mengendalikan 

dan mengawasi pemerintahan dengan 

bak, peranan fungsi partai politik adalah 

sebagai berkut, kecuali ….

a. pendidikan

b. sosialisasi

c. komunikasi

d. membuat kebijaksanaan

e. pengatur konflik
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B. Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan benar!

1. Jelaskan hubungan antara Pembukaan 

UUD 1945 dengan Batang tubuh UUD 

Negara RI Tahun 1945!

2. Sebutkan hak-hak seorang warga 

Negara yang tercantum dalam pasal 28 

A s/d J  UUD Negara RI Tahun 1945!

3. Mengapa Pembukaan UUD Negara RI 

Tahun 1945 disebut kaidah negara yang 

fundamental?

4. Mengapa suatu negara demokrasi perlu 

melaksanakan pemilu?

5. Jelaskan yang dimaksud perubahan 

UUD Negara RI Tahun 1945 secara 

addendum!
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Sistem Politik Australia

Sistem pemerintahan Australia didasar kan pada tradisi 

demokrasi liberal yang di dalamnya terdapat toleransi beragama, 

kebebasan mengeluarkan pendapat dan berserikat. Bentuk dan 

pelaksanaannya mencerminkan model pemerintahan Inggris dan 

Amerika, namun tetap khas Australia. Persemakmuran Australia 

didirikan pada 1 Januari 1901. Ketika keenam negara bekas koloni 

Inggris setuju untuk berserikat menjadi negara bagian Australia. 

Konstitusi Australia pertama kali berlaku pada 1 Januari 1901 

dengan meletakkan dasar-dasar sistem pe merintahan Australia. 

Konstitusi Australia menetapkan per aturan, tanggung jawab 

pemerintah, dan menjabarkan wewenang dari legislatif, eksekutif, 

dan yudikatif. Badan legislatif berisi parlemen, yakni badan yang 

mem punyai wewenang legislatif untuk membuat undang-undang. 

Badan ekse kutif me laksanakan undang-undang yang dibuat oleh 

badan legislatif, sedangkan badan yudikatif memastikan ber-

fungsi nya peng adilan, pengangkatan, dan pem berhentian hakim. 

Fungsi pengadilan ialah menafsirkan semua hukum, ter masuk di 

antaranya konstitusi Australia, serta menegakkan supremasi hukum. 

Konstitusi hanya boleh diubah melalui jajak pendapat. 

Australia dikenal sebagai negara monarki konstitusional. Hal 

ini berarti Australia adalah negara yang mempunyai raja atau ratu 

sebagai kepala negara yang we wenangnya dibatasi oleh konstitusi/

UUD. Kepala negara Australia ialah Ratu Elizabeth II, meskipun ia 

juga adalah Ratu Inggris. Jabatan ini sedikit terpisah, baik dalam 

hukum maupun praktik pe merintah an/konstitusional. Dalam ke-

nyataannya, ratu tidak mempunyai peranan apa pun dalam sistem 

politik Australia dan hanya berfungsi sebagai simbol/tokoh. Di 

Australia, ratu secara resmi diwakili oleh seorang gubernur jenderal 

yang diangkat oleh ratu atas usulan Perdana Menteri Australia. 

Ratu tidak mempunyai peranan apa pun dalam tugas keseharian 

gubernur jenderal. 

Meski diakui, gubernur jenderal adalah wakil Ratu Inggris di 

Australia. Posisinya tidak harus mengikuti arahan, peng awasan 

ataupun hak veto dari Ratu dan pemerintah Inggris. Dalam UUD/

kons titusi, wewenang dan tugas gubernur jenderal termasuk 

memanggil, meng hentikan sidang badan pembuat undang-undang, 

Lampiran
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dan membubarkan parlemen, menyetujui rancangan peraturan, 

mengangkat menteri, menetapkan departemen-departemen dalam 

pemerintahan, serta mengangkat hakim. Berdasarkan konvensi, 

gubernur jenderal hanya bertindak atas permintaan para menteri 

dalam semua permasalahan. Figur yang diangkat untuk posisi 

gubernur jenderal dipilih berdasarkan pertimbangan pemerintah. 

Keenam gubernur negara bagian melaksanakan peran yang sama 

di daerah mereka masing-masing. 

Parlemen tingkat pusat bersifat bikameral (dua kamar), yakni 

mempunyai House of Representatives atau Majelis Rendah/DPR 

dan Senat atau Majelis Tinggi. Keduanya bertanggung jawab me-

netapkan UU berskala nasional, seperti perdagangan, perpajakan, 

imigrasi, kewarganegaraan, jaminan sosial, kerja sama industri, 

dan hubungan luar negeri. Rancangan UU/peraturan pemerintah 

harus disahkan oleh kedua majelis sebelum menjadi UU/peraturan 

pemerintah. DPR (House of Representatives) mengusulkan se-

bagian besar rancangan UU/peraturan pemerintah.  Majelis ini 

beranggotakan 148 anggota yang dipilih melalui pemilu, dan 

setiap anggota mewakili sekitar 80.000 suara. Partai politik yang 

mempunyai kursi terbanyak di Majelis Rendah berhak membentuk 

pemerintahan. 

Hal-hal yang tidak diatur oleh pemerintah federasi merupakan 

tanggung jawab pemerintah negara bagian dan teritori. Setiap 

negara bagian dan teritori mempunyai parlemen dan peraturan 

perundangan-undangan (akta parlemen) sendiri (yang dapat 

diamandemen parlemen setempat), tetapi mereka juga tetap terikat 

konstitusi negara. Suatu UU/peraturan negara bagian masih berada 

di bawah wewenang konstitusional federasi maka UU/peraturan 

pemerintah federasi berlaku di atas wewenang UU/peraturan negara 

bagian. Semua parlemen negara bagian, kecuali Queensland bersifat 

bikameral, yakni mempunyai Majelis Rendah dan Majelis Tinggi. 

Sementara itu, parlemen dari dua teritori (Northern Territory dan 
Australian Capital Territory) hanya memiliki satu majelis. 

Pemerintah negara bagian dan teritori menangani masalah 

kesehatan masyarakat, pendidikan, sarana jalan, pemanfaatan lahan 

publik, perangkat kepolisian, pemadam kebakaran, dan pelayanan 

ambulans, serta keberadaan pemerintah lokal dalam wilayahnya 

masing-masing. 

Terdapat sekitar 900 badan pemerintah lokal di Australia. 

Wewenang pemerintah lokal berbeda untuk setiap negara bagian 

dan merupakan tanggung jawab pemerintah negara bagian 

masing-masing. Beberapa badan pemerintah lokal bertanggung 

jawab menjalankan perusahaan perhubungan/transportasi dan 
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energi. Kebanyakan negara bagian menetapkan besar tarif bea 

dan menerima dana dari tingkat pemerintahan yang lebih tinggi. 

Tanggung jawab pemerintah lokal secara khusus, meliputi 

perencanaan/tata kota, pengawasan izin bangunan, sarana jalan 

setempat, penyediaan air bersih, saluran pembuangan dan drainase, 

pelayanan sampah dan kebersihan, serta fasilitas hiburan ma-

syarakat.

Pemerintah federasi dan negara bagian menjalin kerja sama di 

berbagai bidang. Bidang yang resmi merupakan tanggung jawab 

negara bagian dan teritori, seperti pendidikan, perhubungan, 

kesehatan dan penegakan hukum. Pajak pendapatan ditarik secara 

 federal dan debat di antara semua tingkat pemerintahan negara 

bagian mengenai akses mendapatkan pemasukan merupakan ciri 

lama politik Australia.
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Agresi : penyerbuan, serangan bangsa atas bangsa lain.

Amandemen : perubahan undang-undang dasar.

Apartheid : sistem politik yang membedakan manusia atas 

dasar ras, bahasa, suku, dan agama dalam per-

lakuan hidup bernegara.

Apatride : orang yang tidak mempunyai kewarganegaraan. 

Aristokrasi : pemerintahan yang dipegang oleh kaum bangsa-

wan atau aristokrat.

Banding : hak terdakwa atau penasehat hukum untuk meminta 

pengadilan tinggi memeriksa kembali putusan 

pengadilan negeri mengenai perkaranya.

Bikameral : sistem perwakilan rakyat yang terdiri dari dua 

kamar/badan.

Bipatride : orang yang memiliki dua kewarganegaraan. 

Chauvinisme : paham yang bersifat merendahkan bangsa lain 

dan meninggikan bangsanya sendiri.

Citizen  :  warga negara, warga.

De facto : secara kenyataan.

De jure : secara hukum.

Deklaratif : bersifat menyatakan, unsur pernyataan.

Diktator : kepemimpinan individu yang bersifat mutlak.

Disintegrasi : perpecahan, terpencar; kebalikan dari integrasi.

Diskriminasi : tindakan pembatasan, pelecehan, atau penge-

cualian berdasarkan pada pembedaan manusia 

atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, 

golong an, status sosial, status ekonomi, jenis 

kelamin, bahasa, dan keyakinan politik.

Eksekutif : kekuasaan/lembaga  negara yang melaksanakan 

undang-undang.

Etnik : pembedaan manusia berdasar aspek budayanya, 

seperti bahasa, tradisi, kepercayaan, adat, dan 

sejarah: suku: suku bangsa.

Fasisme : aliran politik yang menghendaki negara otoriter 

atau totaliter.

Glosarium
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Genocide : pembunuhan secara sistematis suatu suku 

bangsa oleh bangsa lain.

Individualisme : paham yang menekankan pada kekhususan 

dan kebebasan perseoarangan.

Internasionalisme : paham yang menyatakan bahwa loyalitas dan 

pengabdian ditujukan kepada seluruh bangsa 

di dunia tanpa membedakan bangsa.

Ius sanguinis : kewarganegaraan seseorang berdasakan 

keturunan.

Ius soli : kewarganegaraan seseorang berdasar tempat 

kelahiran. 

Judicial review : hak uji material terhadap undang-undang. 

Kasasi : hak terdakwa atau penasehat hukum untuk 

meminta pembatalan putusan atau penetapan 

pengadilan dari semua lingkungan peradilan 

oleh Mahkamah Agung.

Konstitutif : bersifat pembentuk, unsur pembentuk.

Konvensi : hukum dasar tidak tertulis, perjanjian inter-

nasional, kesepakatan.

Legislatif : kekuasaan/lembaga  negara yang menyusun 

undang-undang.

Liberal : bersifat bebas, berhaluan kebebasan; paham-

nya disebut liberalisme.

Monarki absolut : kerajaan yang bersifat mutlak.

Multipatride : orang yang memiliki lebih dari dua kewarga-

negaraan. 

Nasionalisme : paham yang menyatakan bahwa loyalitas 

seseorang ditujukan pada bangsa.

Natural rights : hak alamiah, seperti hak hidup, hak beragama, 

dan hak milik. 

Naturalisasi : pewarganegaraan.

Oposisi : kelompok yang berada di luar golongan 

yang memerintah yang umumnya memiliki 

kebijakan alternatif.

Opsi : hak memilih kewarganegaraan. 

Parlemen : badan perwakilan rakyat.

Patriotisme : paham kecintaan pada tanah air.

Pengadilan : badan pelaksana kekuasaan kehakiman, 

badan peradilan.
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Peradilan : fungsi atau tugas yang dijalankan oleh 

pengadilan.

Ppaternalistis : pola hubungan antara pemimpin dengan yang 

dipimpin, seperti hubungan anak dengan 

bapak; dalam hubungan ini bapak/sang 

pemimpin serba berkuasa.

Primordial : ikatan hidup bersama yang lingkup kecil, 

seperti ikatan daerah, suku, bahasa.

Ras : pembedaan manusia berdasar ciri-ciri 

fisik, misal bentuk tubuh, warna kulit, dan 

rambut.

Referendum : penyelesaian masalah politis dengan cara 

pemungutan suara oleh mereka yang berhak 

memberikan suara.

Repudiasi : hak menolak kewarganegaraan. 

Sanksi : ancaman hukuman, pidana yang dijatuh-

kan.

Sekuler : bersifat duniawi, kebendaan, tidak ber-

sifat keagamaan. Pahamnya disebut se-
kulerisme.

Senat : badan perwakilan rakyat yang mewakili.

Sistem : perangkat, unsur, elemen, komponen yang 

saling berkaitan membentuk satu totalitas,  

susunan yang teratur dari pandangan, asas, 

teori.

Stateless : tidak memiliki kewarganegaraan. 

Unikameral : parlemen yang terdiri atas satu badan (satu 

kamar).

Yudikatif : kekuasaan kehakiman, badan yang meng-

awasi pelaksanaan undang-undang.
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